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SAI*AH satu agienda permmuan APEC Business

Aduxrn Councd TABAC) bulan AfFrstris 2m'+ di

Aucldand, Selandia Baru, )tkrri mernbatus pcrkem-

bangan liberalisasi dan daropat imtsta$ asillg

tli lrcbenrya rc,Sala, tsmasrrk sektor perbankan.

St'bryai ansom ABAC. sryt pun nmxlapat kesem-

pilarl mengikuri pefiemuan temebut.

ILA dilihat sejarah- terbmar,tujuhdiantaranyaada
n5ra, isu liberalisasi kepemilikan asing dan tiga di-
sebagai suatu feno- antaran5ra mempakan kepemi-
mena global menda- Iikan mayoritas.

-j 
patkan momentum-

n5,a ketika Bank Dunia dan Da-
na Moneter Internasional GMIJ
bertemu di Washington, Ame-
rika Serikat, tahun 1989 dan
menghasilkan konsensus yang
disebut "lVashington Consen-
sus" y'ang berisi 10 butir ke-
setrxkatan. Aw'alnya, kesepa-
katan itu dijadikan strategidaa
resep bagi nqsra-nqgara Ame-
rika Latin yang mengalami lsi-
sis ekonomi, kemudian diiadi-
kan resep uullun di berbagai
negara, terrnasuk Indonesia- Se-
jak itu, istilah-istilah liberali-
sasi, privatisasi, dan deregulasi
telah menjadi konsumsi harian
di berbagai media massa dan
menjadi kebijakan pemeriatah
sejak pasca-krisis.

Pertanyaan Yang muncul se-
lanjutnla adalah sejauh mana
liberaiisasi inr.'estasi asing, khu-
susrltrra perbankan, di Indone*
sia? Salah satu cara untuk rnen-
jatrab pertan3-aan tr:rsebut ada-
lah dengan mengetahui sejauh
mana kepemilikan asing pada
bank-bank cli Indonesia, khu-
susn),a 10 (sepuiuh) bank terte-
sar: Ke-10 bank terbesar- di In-
donesia itu menguasai asetlebih
dad ?0 perten total aset per-
bankan nasional. Dari sepuluh
bank terbesar di Indonesia, ter-
nr.ata B (delapan) di antaranla
acla unsur- kepemilikan asing
dan 5 (lima) di antaraql'a me-
nguasai kepemilikan secar:a ma-
]'oritas {tabcl 1}-

Apabila kita bandingkan de-
ngan trelerapa negara tetangga
kita, Malalsia, misaln5ra, dari 10
bask terbesar tidak satu pun
dimiliki inrrestor asing baik mi-
noritas maupun may'oritas- Di
Thailand. dari 10 bankterbesar',
enamdi antaranS'a dimiliki oleh
asing dan dua di antaranya ada-
1ah mal'oritas- Kondisi -vang
hampir serupa terjadi di Korea
Selatan, di mana dari 10 bank

KEPEIIILIXAil ASIT{E PADT
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sektor publik yang meng-
asirg m4yoritas hasilkan return ekonomi

Jika kita bandingkan dari ke-
empat negara di atas, teray-ata
Indonesia jauh lebih maju da-
lam hal liberalisasi perbankan-
Setida@ru be*aitan deng:ra
deklarasi Bogo4 di mana rega-
ra-negare di kar*.asan Asia Pa-
sifik yang tergabung dalam
Kerja Sama Ekonomi Asia Pa-
sifik (Asia Paciflc Eccnomic
Cooperation/APEC) pada tahun
1994 bersepakat urtuk me*'u-
judkan pedagangan dan inves-
tasi bebas dan terbuka Glee &
Open llade and Im'estment) ta-
hun ?010 rmtuk negaria-negara
maiu dan 2020l<husuvrl,a lang
menrangkut libelarisasi per-
bankan, ternyata lndonesia su-
dah cukup maju-

Bagaimana dampak libelari-
sasi inveslasi asiag tersebut bagi
negar:a{regara Asia? Dari hasil
penelitian Profesor J Kimball
Dietrich dari Universiry* of
Southern Calitornia d i Thailand
dan Korea yang disampaikan
dalam pertemuan ABAC di
Auekland. Selandia BanL bulan
Agustus 2004 menuniukkan
bah*'a liberalisasi sektor ke-
uangan membanva pengaruh
yang positif sekaligus
negatiL

Dampak positif dari libela-
risasi sektor fugrrangau. actala
lain tersedian5a modal, inovasi
prnduk dan jasa keuangan,
strat€gi penlasamn barr, per-
baikan peagelolaan risiko, ma-
sukn;a telarologi. pengelolaan
bissis yaag l€bih efisien, pema
swasta yang lebih besar atas
pernbia5aaaa proyek shat€gis
jangka panjang yang iidak da-
pat dibiaSrai pemerintah. terba-
ngurury? jaringan dan aksq ke
jaringan internasional sleh lem-
baga ketrangan lokal, dan ke-
sempatan training yang berku-
alitas.

Liberalisasi i*'estasi asing
juga membara dampak aegati-t

futttin Rasyid

Antara lain, terjadin-na pengu-
crngan pqawai (PHK), akuisisi
oleh.inv'estor y'ang bukan rnitra
strategis. berkurangnya fokus
pada usaha kecil, dan mengu-
atny:a orientasi mencari profit.
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BAGI Indonesia. banyak

orang bertanya sejauh mana
bank-bank IanS sudah didives-
tasi (dijual kepemilikannya ke
investor asing) dapat mendu-
kung berbagar kebijakan na-
sional (aafiozal inrerest). Dalarn
hal ini kita harus jaga kese-
imbangan kalena bank-bank
]'ang sudah didivestasi ma-
sing-mxrng berjalan dalam
acuan kepentingan komersial
{connnercial interestl. Hai ini
tidak buruk, tetapi ada kalanva
perlu diimbangi dengan "ke-
pe-ntingian nasional". Bagi per-
bankan nasional- "kepentingan
nasional" atau national i?terest
rnisaln;l.a penyaluran l<redit ke
sektol mikro dan usaha kecil
dan menengah serta pen-valuran
kredit ke daerah-dae.rah atau
provinsi lang masih "terting-
gal". *1en5.'alurkan kredit ke-
pada sektor-sektor yang pas-
ca-krisis masih berat tetapi
mempur4"ai potensi untuk maju
seperti tekstil dan sepatu, serta
mernberikan kel:ijakan khusus
untuk sektor alau segmen ter*
tentu.

Bank-bank asing dan cam-
puran di Indonesia lebih mern-
fokuskan bisnisnva pada ko-
ta-kota besar )'aag potensiai de-
nga-n rneral!?rkan prud uk-pro-
duk kredit konsumtif, misaheya
kartu laedit. HaI ini tidaklah
saiah, tetapi kita juga harus sa-
dari bahrra masih banSak da*
e.rah atau provinsi _r'ang memer-
lrrkan per:an perlankan untuk
mendomng perkembangan darl
pertumbuhan daerahrrra. Kon-
disi ini tentur$.a semakin mem-

t lUlalaysia
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perkuat pendapat banyak pihak
bahq,'a trank-bank asing )ebih
mengedepankan kepehtingan
komersial ketimbang kepen-
tingan nasional.

Pertanyaan 1,ang hanrs dija-
rvab pemerintah saat ini, berapa
bank y'ang hendakrrla dijaga
agar tetap berada di barvah pe-
ngarrrh pemerintah, kalau bu-
kan kontrol pemerinteh, kanena
kita masih negara berkembang?
Yang menarik juga adaiah di
Thailand diberlakukan one pre-
sence paliq, yaitu suatu ke-
krijakan y'ang r*elarang investor
asing memil-iki lebih dari satu
kepe-milikan pada bank-bank
nasional.

Hal inl herbeda sekali dengan
vang terjadidi Inrlonesia, di rna*
na ada beberapa investor atau
lenrbaga keuangan asing yang
kehadiranrna a<ia pada lebih
dari satu bank. hlisalnya Stan-
dard Chartereri Bank, selain
rnemiliki cabang sendirt di In-
donesia juga memireli saham
Bank Permata, atau Temasek
yang menriliki saham BankDa-
rlarnon dan Bank Internasional
Indonesia serta DBS _l'ang mem-
punl'ai cabang di Indonesia.
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TAHAPAI,I liberalisasi per*

bankan kita berada pada situasi
yang sulit untuk mundur, ber-
ada dalam point af no rvtunt.
Sebagai negara yang telanjur
paling liberai dalam hal per-
bankan, setidaknya di A;ia,
-vang terpenting adalah langkah
pemerintah ke depan agar per-
bankau di Tanah Air mampu
berperan menjadi penggerak
rroda perekonomian nasional,
serla kembali ke fungsi utama
rnelakukan intermediasi secara
optimal. Bila kita mau meniru
kebijakan di Thailand, sangat-
lah mungkin bank-bank 1'aag
telanjur dimiliki oleh satu ke-

tinggidan berpotensi
meningkatkan distribusi
pendapatan, seperti kese-
hatan pendidikan dan
infrastruktur

ffi Reforrysisistem
psrpalakon

ffi1ib"*lisari "-k, 
b*g,

ffi$ neiluitukar yang kompetitif

ffi liU"oti".si perdagangan

ffi lib*oli=asi investasi asing
secara langsung+termasuk
di seHor keuangan dan
perbankan

ffi Privatisasi

ffi$ Deregulasiffi
lompok investor tertenltt harus
memutuskan apakah memper-
tahankan kepernijikan hanya
pada satu bank atau mengga-
bungkan {merger} bank-bank
Sang dimilikin;,4. Dengan mer-
jag" kepemilikan treberapa
bank di tangan penrer-intah. be-
berapa agenda pemerintah da-
lam rangka kepentingan nasi-
onal dapat diimplernentasikan.

Kebij a kan lain 
-"-a 

n g :uungkin
dapat diterapkan adalah '-Re-
gional Banking Poliry". 3'-ang
bertujuan mendorong perlum-
buhan bank-bank lokal untuk
membiqrai berbagai usaha po-
tensial di daerah-daerah. Da-
iam kebijakan ini, lrank-bank
yang sebagian sahamrlva dirai-
liki im'estor asing -vang bero-
perasi di daerah memiliki ke-
rvajiban untuk nrelatih dan me-
ningkatkan kualitas sumber da-
;a manusia bank-bank daerah
sesuai denglan standar perhank-
an global.

Pada akhirm,a, komitrnen ki-
ta bersama antara peme-rint;rh,
praktisi perbankan nasional.
dan dunia usaha sangat diper-
iukan agar liberalisasi berlang-
sung derygan keberpihakan
,r'arrg jelas. sineqgis, to'in*tuin so-
lutian dan keseimbangan an-
tara kepentingan komersial dan
keperrtingan nasional.
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